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Riwayat artikel: Perampasan aset tanpa pemidanaan memungkinkan negara menangani
Received Sept 1 h4'h, 2026 harta yang diduga berasal dari tindak pidana meskipun belum ada putusan
Revised Oct 23 ;h2026 pemidanaan terhadap pelakunya. Di Indonesia, Pasal 67 Undang-Undang
Accepted Oct 307, 2026 Nomor 8 Tahun 2010 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 telah mengatur

mekanisme tertentu untuk penanganan harta tersebut. Persoalannya,
ketentuan mengenai pemeriksaan bukti belum menjelaskan secara rinci

Kata Kunci . . . .-

H:kamillill? cll, embaruan hukum ukuran yang dapat dipakai hakim untuk memutus perampasan. Penelitian
Pembuktizin, Perampasan aset: hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
Perlindungan hukum. konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan

dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan perbedaan
pembuktian antara pemeriksaan tanpa keberatan dan pemeriksaan setelah
keberatan diajukan. Negara tetap perlu membuktikan hubungan aset
dengan tindak pidana, sedangkan pemilik harus mendapat kesempatan
menyampaikan bukti mengenai asal hartanya. Pembaruan hukum
disarankan memperjelas ukuran kecukupan bukti, kewajiban hakim
menguraikan alasan putusan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang
beritikad baik. Tidak adanya keberatan seharusnya tidak diperlakukan
sebagai bukti bahwa aset berasal dari tindak pidana.
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PENDAHULUAN

Harta yang diduga berasal dari tindak pidana tidak selalu dapat dirampas melalui putusan
pemidanaan. Ada keadaan ketika pelakunya belum ditemukan, sementara aset sudah berpindah tangan
atau berada dalam penguasaan pihak lain. Perampasan tanpa pemidanaan memungkinkan penanganan
harta dalam keadaan tertentu ketika perkara terhadap pelaku tidak dapat diselesaikan melalui proses
pidana biasa (Greenberg et al., 2009). Meski demikian, negara tidak dapat menganggap seluruh harta
yang berhubungan dengan orang yang diselidiki sebagai hasil kejahatan. Pemegang aset mungkin
memperolehnya melalui transaksi yang sah dan tidak mengetahui persoalan pidana yang
melatarbelakangi kepemilikan sebelumnya. Kesulitan menemukan pelaku tidak boleh digunakan untuk
mengurangi kewajiban membuktikan dasar perampasan. Putusan pengadilan tetap harus menjelaskan
alasan aset dapat diambil oleh negara dan mempertimbangkan hak orang yang mungkin terkena
akibatnya.

Perampasan tanpa pemidanaan berpusat pada hubungan aset dengan tindak pidana, bukan pada
penetapan kesalahan pidana pemiliknya. Namun, perbedaan jalur pemeriksaan tidak menghilangkan
akibat berupa hilangnya hak milik. Penggunaan prosedur di luar perkara pidana untuk mencapai tujuan
penegakan hukum pidana karena itu mengandung risiko terhadap jaminan proses yang adil (King,
2012). Jenis prosedur yang dipilih tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran perlindungan hak pihak
yang hartanya diambil (Hendry & King, 2015). Kecurigaan dapat menjadi alasan awal untuk menelusuri
aset, tetapi putusan perampasan memerlukan penilaian bukti yang lebih kuat dan alasan yang dapat
diperiksa.
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Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberi jalan bagi penyidik untuk
mengajukan permohonan penanganan harta kepada pengadilan negeri ketika syarat tertentu telah
dipenuhi dan terduga pelaku tidak ditemukan. Tata caranya kemudian diatur dalam PERMA Nomor 1
Tahun 2013. Mekanisme tersebut tidak berlaku untuk setiap kekayaan yang dianggap tidak wajar.
Pengaturan perampasan dalam hukum pemberantasan korupsi pun mempunyai syarat yang berbeda.
Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, misalnya, berhubungan dengan perkara yang
sudah diperiksa ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan. Kedua ketentuan itu tidak dapat
diperlakukan sebagai satu prosedur yang sama. Dasar permohonan, keadaan orang yang diduga
melakukan tindak pidana, dan kedudukan aset harus dilihat menurut aturan masing-masing. Pembedaan
tersebut juga berpengaruh terhadap bukti yang perlu diajukan di pengadilan.

RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana telah menjadi usul inisiatif DPR pada 6
Oktober 2026. Panitia kerja pembahasannya diumumkan pada 27 Oktober 2026. Sampai 31 Oktober
2026, rancangan tersebut belum berlaku sebagai undang-undang. Hambatan pembentukannya sudah
dibicarakan dalam literatur, termasuk persoalan kebijakan pidana dan kebutuhan memberi dasar hukum
yang lebih pasti (Nahor, 2025). Pilihan kebijakan hukum juga menentukan sejauh mana negara dapat
memperoleh kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana (Sulastri et al., 2023). Akan tetapi,
kewenangan yang lebih luas belum tentu menyelesaikan masalah dalam pemeriksaan pengadilan.
Hakim tetap membutuhkan ukuran untuk menentukan kapan bukti mengenai asal harta dinilai cukup,
terutama ketika pemilik tidak hadir untuk mengajukan keberatan.

Penelitian mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia telah membahas dasar
kebijakannya dari sudut hukum responsif dan pertimbangan manfaat pengembalian aset (Ayuningsih &
Nelson, 2022). Hubungan antara biaya penegakan hukum dan keuntungan pemulihan hasil kejahatan
juga telah menjadi bagian dari perdebatan tersebut (Hafid, 2021). Kajian berikutnya memberi perhatian
pada pemulihan kerugian negara serta rancangan pengaturan perampasan dalam perkara korupsi
(Graviddita & Wijayanto, 2025). Usulan model yuridis bahkan mulai menguraikan syarat pelaksanaan
mekanisme itu (Ramadhani & Preludio, 2026). Namun, masih perlu dibedakan syarat yang
membolehkan penyidik mengajukan permohonan dari bukti yang memberi dasar bagi hakim untuk
mengabulkannya. Kedua tahap tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Hak milik pribadi memperoleh perlindungan konstitusional meskipun negara mempunyai
kepentingan untuk mengambil kembali hasil tindak pidana. Pembatasan kewenangan perampasan dari
sudut konstitusi sudah menjadi perhatian kajian sebelumnya (Azizah et al., 2026). Usulan pengujian
yang bertahap juga telah menempatkan hubungan aset dengan tindak pidana sebagai persoalan
tersendiri (Aldin et al., 2026). Bahkan, model prosedur yang mencakup pembuktian awal dan
perlindungan pihak ketiga sudah ditawarkan dalam literatur Indonesia (Al Fajar et al., 2026). Kewajiban
negara menyampaikan bukti awal karena itu bukan gagasan yang sepenuhnya baru. Persoalan yang
memerlukan perhatian lebih khusus terletak pada akibat hukum ketika pemilik tidak mengajukan
keberatan. Hakim tetap memutus status harta dalam keadaan tersebut. Tidak adanya keberatan perlu
dibedakan dari keadaan ketika dugaan penyidik benar-benar didukung bukti yang cukup.

Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2013 mengatur pemeriksaan bukti penyidik ketika
permohonan tidak mendapat keberatan. Pasal 16 mengatur kewajiban pihak yang mengajukan keberatan
untuk membuktikan asal-usul harta. Kedua ketentuan itu berlaku pada keadaan pemeriksaan yang
berbeda. Bukti penyidik tidak otomatis menjadi benar hanya karena tidak dibantah, sedangkan
penjelasan pemilik yang hadir perlu dinilai bersama bukti yang telah diajukan. Penyederhanaan
pembuktian dalam perkara perampasan dapat menimbulkan persoalan jika batas penggunaannya tidak
jelas (Hryniewicz-Lach, 2025). Putusan mengenai aset juga tidak semestinya menyatakan kesalahan
pidana seseorang yang belum dinyatakan bersalah melalui proses pidana (Boucht, 2025). Dengan
demikian, masalahnya tidak sebatas jumlah atau jenis alat bukti. Dasar pertimbangan hakim pada dua
keadaan pemeriksaan tersebut ikut menentukan perlindungan hak milik.

Kewajiban melampirkan berkas penyidikan belum menjelaskan seberapa kuat hubungan aset
dengan tindak pidana harus dibuktikan. Begitu pula kesempatan pemilik mengajukan keberatan. Ada
dua persoalan yang perlu dijawab, yakni bagaimana pembuktian diatur dalam hukum Indonesia dan
bagaimana ketentuannya dapat diperbaiki tanpa mengurangi perlindungan hak milik. Pembahasan
dipusatkan pada pemeriksaan tanpa keberatan dan pemeriksaan setelah keberatan menurut PERMA
Nomor 1 Tahun 2013. Tidak adanya keberatan seharusnya tidak mengurangi kewajiban penyidik
membuktikan dasar perampasan.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memeriksa dasar hukum
perampasan aset tanpa pemidanaan serta tata cara pembuktiannya. Pembahasan terutama diarahkan
pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2013. Pendekatan
konseptual digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara pembuktian hubungan aset dengan tindak
pidana dan pembuktian kesalahan pidana seseorang. Kedua pendekatan tersebut dipakai untuk menilai
apakah ketentuan yang berlaku sudah memberikan ukuran pembuktian yang jelas dan perlindungan
yang memadai bagi pemilik aset.

Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2013.
Bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel jurnal yang berkaitan dengan perampasan aset,
pembuktian, dan perlindungan hak milik. Bahan hukum tersier digunakan apabila diperlukan untuk
memastikan arti istilah hukum. Dokumen resmi pembahasan RUU Perampasan Aset turut dipelajari
sebagai bahan mengenai arah pembaruan hukum sampai 31 Oktober 2026. Rancangan tersebut tidak
diperlakukan sebagai aturan yang sudah berlaku.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Peraturan
yang diperoleh diperiksa berdasarkan ketentuan mengenai syarat permohonan, pemeriksaan tanpa
keberatan, dan pemeriksaan setelah keberatan diajukan. Bahan hukum kemudian dianalisis secara
kualitatif melalui penafsiran hukum dengan memperhatikan hubungan antara aturan-aturan tersebut.
Hasilnya dibandingkan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak milik dalam UUD NRI
Tahun 1945. Pendapat para ahli digunakan untuk memperkuat analisis dan merumuskan usulan
perbaikan pengaturan, bukan untuk menggantikan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Standar Pembuktian dalam Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Berdasarkan
Hukum Indonesia

Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, sedangkan perampasan dapat
mengalihkan hak atas barang berdasarkan putusan pengadilan. Perampasan tanpa pemidanaan
digunakan dalam keadaan tertentu ketika perkara terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tidak
dapat diselesaikan melalui proses pidana biasa. Bentuk pengaturannya tidak seragam. Perdebatan
mengenai batas perampasan tanpa putusan pidana juga muncul dalam pembentukan aturan di Eropa
(Alagna, 2014). Negara-negara Eropa memiliki ruang untuk merumuskan mekanisme yang berbeda
menurut kerangka hukumnya masing-masing (Wycichowski-Kuchta, 2023). Indonesia memiliki dasar
khusus dalam UU TPPU, sehingga syarat dalam sistem hukum lain tidak dapat langsung digunakan.
Bukti yang diperlukan harus tetap ditentukan dari ketentuan yang menjadi dasar permohonan.

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur penyerahan penanganan
harta dari PPATK kepada penyidik jika tidak ada keberatan selama 20 hari sejak penghentian sementara
transaksi. Jika terduga pelaku tidak ditemukan dalam 30 hari, penyidik dapat meminta pengadilan
menetapkan status harta. Mekanisme tersebut mempunyai syarat khusus. Kekayaan yang tidak sesuai
dengan penghasilan pemilik tidak otomatis dapat dirampas berdasarkan Pasal 67. Penyidik harus lebih
dahulu menunjukkan bahwa syarat pengajuan permohonan dipenuhi dan bukti yang tersedia berkaitan
dengan aset tersebut.

Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2013 menentukan isi permohonan serta dokumen
yang harus dilampirkan penyidik. Berkas perkara dan berita acara pencarian tersangka termasuk
dokumen yang diminta. Ketua pengadilan negeri memeriksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 4
sebelum perkara dilanjutkan. Berkas yang lengkap, bagaimanapun, belum tentu memuat bukti yang
cukup untuk merampas aset. Dokumen permohonan menunjukkan bahwa penyidik telah mengikuti tata
cara yang ditentukan, sementara hubungan antara harta dan tindak pidana masih perlu dinilai oleh
hakim. Pelaksanaan PERMA dalam penanganan aset yang diduga berkaitan dengan pencucian uang
telah menjadi objek penelitian tersendiri (Syarlis et al., 2025). Akan tetapi, kebutuhan menjalankan
prosedur secara tertib tidak dapat disamakan dengan kecukupan bukti untuk mengalihkan hak milik.
Keduanya harus diperiksa secara terpisah.
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Pasal 8 PERMA mengatur pengumuman permohonan selama 30 hari kerja. Jika tidak ada
keberatan, hakim tunggal memeriksa permohonan menurut Pasal 9 dan Pasal 10 dengan menggunakan
bukti penyidik. Pemeriksaan tersebut bukan pemeriksaan tanpa bukti. Tidak hadirnya pemilik juga
bukan bukti bahwa aset berasal dari tindak pidana. Akan tetapi, PERMA belum merinci ukuran
kecukupan bukti untuk memutus perampasan. Hakim tetap perlu menjelaskan hubungan antara fakta
yang diperiksa dan status harta yang ditetapkan. Tanpa alasan yang jelas, putusan berisiko hanya
mengikuti dugaan dalam permohonan.

Pihak yang merasa mempunyai hak atas harta dapat mengajukan keberatan menurut tata cara
dan tenggat dalam PERMA. Pasal 16 memerintahkan pemohon keberatan membuktikan bahwa aset
tersebut bukan hasil tindak pidana. Kewajiban itu berbeda dari kedudukan penyidik yang sejak awal
meminta perampasan. Keterangan pemilik perlu diperiksa bersama bukti penyidik, bukan dijadikan
satu-satunya dasar untuk menentukan asal harta. Pasal 19 bahkan menyatakan bahwa keberatan gugur
apabila pemohon tidak hadir sendiri di persidangan. Akibatnya, putusan yang dimohonkan keberatan
tetap berlaku. Hilangnya hak milik melalui prosedur semacam ini menuntut perlindungan yang
sebanding dengan beratnya akibat perampasan (Boucht & Colgan, 2025). Ketidakhadiran pemilik
karena itu tidak semestinya diperlakukan sebagai tambahan bukti bahwa aset berasal dari tindak pidana.

Kewajiban membuktikan asal-usul harta menurut Pasal 16 PERMA tidak sama dengan
pembuktian terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 juga mengatur pembuktian harta kekayaan oleh terdakwa, tetapi kedudukan para pihak
dalam proses tersebut berbeda. Aturan mengenai terdakwa tidak dapat begitu saja dipindahkan ke
pemeriksaan keberatan atas aset. Penyederhanaan pembuktian atau penggunaan dugaan tertentu tetap
membutuhkan batas yang dapat diuji agar tidak merugikan pemegang hak (Hryniewicz-Lach, 2025).
Dalam permohonan berdasarkan Pasal 67, penyidik lebih dahulu mengajukan dasar pemeriksaan.
Pemilik kemudian dapat menjelaskan atau membantahnya melalui keberatan. Namun, kewajiban
memberikan penjelasan tidak menghapus tugas hakim untuk menilai bukti negara yang mendasari
permohonan perampasan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenal keadaan tertentu ketika perampasan aset
dimungkinkan meskipun proses pidana tidak berakhir sebagaimana biasanya. Pasal 38 ayat (5)
mengatur kemungkinan perampasan barang sitaan apabila terdakwa meninggal sebelum putusan dan
terdapat bukti yang cukup kuat mengenai korupsi. Pasal 38B, setelah perubahan melalui Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur pembuktian harta tertentu milik terdakwa dalam perkara
korupsi. Syarat kedua ketentuan tersebut berbeda dari Pasal 67 UU TPPU. Kewajiban internasional
Indonesia dalam pemberantasan korupsi ikut mendukung pengembangan kebijakan pengembalian aset
(Hiariej, 2019). Namun, tujuan pemulihan aset tidak membuat seluruh mekanisme perampasan
mempunyai prosedur dan standar pembuktian yang sama. Hakim tetap harus memakai dasar hukum
yang sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa.

Transaksi yang tidak wajar dapat menjadi alasan untuk menyelidiki suatu aset. Keadaan itu
belum tentu membuktikan bahwa harta diperoleh dari tindak pidana. Kecurigaan terhadap pemilik
sebelumnya pun tidak otomatis menjadikan semua aset yang telah berpindah tangan sebagai hasil
kejahatan. Kewajiban seseorang menjelaskan asal seluruh kekayaannya dapat menimbulkan persoalan
apabila ruang lingkupnya tidak dibatasi (Gray, 2012). Perlindungan prosedural tetap diperlukan ketika
negara menggunakan jalur di luar perkara pidana biasa untuk mengambil aset (King, 2014). Dalam
hukum Indonesia, PERMA sudah mengatur syarat mengajukan permohonan. Yang masih perlu
diperjelas ialah ukuran bukti untuk menyimpulkan hubungan harta dengan tindak pidana. Tanpa
pembedaan tersebut, dugaan yang cukup untuk memulai pemeriksaan dapat keliru digunakan sebagai
alasan untuk merampas hak milik.

Catatan perpindahan uang antarrekening dapat membuktikan adanya transaksi, tetapi belum
tentu menjelaskan asal uang tersebut dari tindak pidana. Bukti transaksi perlu diperiksa bersama
keterangan mengenai sumber dana dan keadaan perpindahannya. Pemeriksaan pengadilan di Inggris
memperlihatkan bahwa dasar permohonan penjelasan kekayaan masih dapat dinilai tidak memadai
meskipun otoritas telah mengajukannya (Clancy, 2021). Persoalan batas pembuktian juga muncul
dalam mekanisme perampasan melalui jalur perdata di Kenya (Gikonyo, 2020). Kedua sistem hukum
itu berbeda dari pengaturan PERMA Nomor 1 Tahun 2013. Meskipun demikian, keadaan keuangan
yang mencurigakan tidak cukup untuk menggantikan penjelasan tentang hubungan harta dengan dugaan
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tindak pidana. Hakim harus memperlihatkan mengapa rangkaian bukti mendukung putusan perampasan
atau justru belum memenuhi dasar untuk mengabulkan permohonan.

Hubungan aset dengan tindak pidana dapat diperiksa tanpa harus lebih dahulu menyatakan
pemiliknya bersalah. Putusan mengenai status harta dan putusan tentang kesalahan seseorang memiliki
objek pemeriksaan yang berlainan. Masalah timbul apabila pertimbangan perampasan secara langsung
atau tidak langsung menyebut orang yang belum dihukum sebagai pelaku tindak pidana (Boucht, 2025).
Penyebutan demikian dapat mengganggu asas praduga tidak bersalah, walaupun permohonan yang
diperiksa hanya mengenai status aset. Hakim tetap dapat menilai dokumen asal harta dan kaitannya
dengan perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana. Akan tetapi, kesimpulan dalam putusan harus
dibatasi pada harta yang dimohonkan untuk dirampas. Pemisahan tersebut diperlukan agar pemeriksaan
aset tidak menggantikan pemeriksaan kesalahan pidana seseorang.

Besarnya kekayaan yang tidak sejalan dengan penghasilan dapat menimbulkan dugaan, tetapi
tidak selalu menjelaskan tindak pidana yang menjadi asal harta. Aliran uang melalui beberapa rekening
juga dapat terjadi dalam transaksi yang sah. Penggunaan dugaan hukum dan pembuktian yang
disederhanakan membutuhkan pembatasan agar tidak merugikan pemilik (Hryniewicz-Lach, 2025).
Permohonan perampasan karenanya perlu didukung fakta yang saling berhubungan, bukan hanya
keadaan keuangan yang tidak biasa. Apabila kaitan aset dengan dugaan tindak pidana belum cukup
terlihat, pengadilan seharusnya tidak mengabulkan permohonan. Penyidik masih dapat melanjutkan
penelusuran sesuai kewenangannya. Penelusuran tersebut tidak sama dengan putusan yang
mengalihkan hak milik kepada negara secara tetap.

Perampasan aset tidak selalu menghasilkan manfaat sebagaimana yang diharapkan pembentuk
kebijakan. Pengalaman penanganan hasil kejahatan di Inggris memperlihatkan adanya persoalan antara
praktik pengambilan aset dan tujuan pemberantasan kejahatan serius (Chistyakova et al., 2021).
Temuan di negara lain tidak dapat langsung dianggap menggambarkan keadaan Indonesia. Namun,
perbedaan antara tujuan kebijakan dan cara pelaksanaannya perlu diperhatikan ketika kewenangan
perampasan hendak diperluas. Aset yang dimiliki korporasi juga dapat melibatkan hubungan
kepemilikan yang lebih rumit daripada harta milik perseorangan (Wicaksono & Hendarto, 2026). Dalam
keadaan demikian, terpenuhinya syarat menggunakan mekanisme tanpa pemidanaan harus diperiksa
lebih dahulu. Prosedur itu tidak boleh dipilih semata-mata karena pembuktian kesalahan seseorang
dalam perkara pidana dianggap sulit.

Pembaruan perampasan aset tidak cukup hanya diarahkan pada perluasan kewenangan negara.
Kepastian hukum mengenai prosedur dan akibat putusan sama pentingnya dengan tujuan memperoleh
kembali hasil kejahatan (Wiwoho et al., 2026). Pemulihan aset memang menjadi salah satu alasan
pembentukan pengaturan baru (Achyar & Santiago, 2026). Usulan prosedur untuk penanganan hasil
korupsi bahkan telah mencakup tahap bukti awal dan perlindungan pihak ketiga (Al Fajar et al., 2026).
Namun, pemeriksaan tanpa keberatan berdasarkan PERMA masih menyisakan pertanyaan yang lebih
khusus. Pada tahap itu, hakim menilai bukti yang diajukan penyidik tanpa penjelasan pemilik. Jika
keberatan kemudian diajukan, bukti negara tetap harus dinilai bersama bukti pihak yang berhak.
Kewajiban membuktikan asal harta oleh pemilik tidak dengan sendirinya menguatkan dasar
permohonan penyidik.

Pasal 10 dan Pasal 16 PERMA mengatur pembuktian pada keadaan pemeriksaan yang berbeda.
Ketika ada keberatan, Pasal 18 mewajibkan hakim mempertimbangkan dalil dan bukti yang
disampaikan. Aturan tersebut sudah memuat kewajiban pembuktian, tetapi belum merinci ukuran
kecukupan bukti untuk putusan akhir. Masalah paling terlihat ketika tidak ada keberatan dan hakim
hanya menerima bukti penyidik. Ketidakhadiran pemilik tidak menambah kekuatan bukti tersebut. Jika
hubungan aset dengan tindak pidana belum cukup jelas, kelengkapan berkas permohonan tidak dapat
menggantikannya.

Rekonstruksi Standar Pembuktian dalam Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan untuk
Menjamin Perlindungan Hak Milik

Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak milik pribadi, sedangkan Pasal 28D
ayat (1) memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. Negara dapat membatasi hak milik menurut
hukum, tetapi pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Perlindungan
konstitusional terhadap pemilik menjadi persoalan yang harus diperhatikan dalam perampasan tanpa
pemidanaan (Azizah et al., 2026). Prinsip hak dasar juga tetap relevan ketika perampasan dilakukan
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melalui jalur selain pemeriksaan pidana terhadap orang (Simonato, 2017). Karena itu, pemeriksaan
tidak cukup berhenti pada kelengkapan berkas. Hakim perlu menjelaskan mengapa bukti yang ada
membenarkan pengambilan aset tertentu. Alasan putusan harus sebanding dengan akibat yang akan
ditanggung pemilik.

Bukti awal harus berasal dari negara sebagai pihak yang meminta perampasan. Penyidik perlu
menyebut aset yang dimohonkan dan menerangkan fakta yang menghubungkannya dengan dugaan
tindak pidana. Dokumen keuangan dapat diajukan sepanjang kaitannya dengan objek permohonan dapat
dijelaskan. Kewajiban memberikan dasar yang dapat diuji sebelum meminta seseorang menerangkan
asal kekayaannya juga menjadi perhatian dalam pembahasan pembalikan beban pembuktian
(Gondosasmito, 2026). Pemilik kemudian dapat menanggapi bukti tersebut melalui keberatan.
Kewajiban memberi penjelasan tidak berarti negara boleh meminta perampasan tanpa bukti yang
memadai. Bahkan, bukti yang cukup untuk membuka pemeriksaan belum tentu cukup untuk
membenarkan pengalihan hak milik. Perbedaan kedua tahap ini perlu dinyatakan secara jelas agar
pemeriksaan permohonan tidak disamakan dengan penilaian akhir.

Putusan akhir perampasan memerlukan dasar yang lebih kuat daripada dugaan awal karena
akibatnya dapat berupa hilangnya hak milik secara tetap. Ukuran yang dapat dipertimbangkan dalam
pembaruan hukum ialah apakah keseluruhan bukti lebih mendukung hubungan aset dengan tindak
pidana daripada penjelasan mengenai asal-usulnya yang sah. Ukuran itu masih merupakan usulan dan
belum dirumuskan secara tegas dalam UU TPPU atau PERMA. Pemilihannya tidak boleh hanya
didasarkan pada alasan bahwa perkara tidak memerlukan putusan pidana terhadap pemilik.
Keseimbangan antara tujuan perampasan dan perlindungan hak menuntut dasar yang dapat diperiksa
oleh hakim (Hryniewicz-Lach, 2024). Penggunaan mekanisme pembuktian kekayaan yang tidak dapat
dijelaskan pun memiliki persoalan tersendiri mengenai batas kewenangan negara (Clancy, 2025). Bila
kedua penjelasan sama-sama kuat, permohonan perampasan seharusnya tidak dikabulkan. Pembuat
undang-undang tetap perlu menjelaskan mengapa ukuran tersebut tepat digunakan mengingat akibatnya
terhadap hak milik.

Pemilik dapat diminta menghadirkan bukti tandingan setelah penyidik menyampaikan dasar
permohonan yang memadai. Kewajiban tersebut tidak berarti seluruh tanggung jawab pembuktian
berpindah kepadanya. Keharusan membuktikan bahwa seluruh kekayaan diperoleh secara sah dapat
menjadi terlalu berat apabila negara tidak lebih dahulu membatasi aset yang dipersoalkan (Gray, 2012).
Peralihan beban pembuktian juga perlu mempunyai batas yang jelas dalam perkara perampasan
(Hryniewicz-Lach, 2025). Aturan baru sebaiknya membedakan kewajiban pemilik memberi penjelasan
dari kewajiban negara meyakinkan hakim mengenai dasar perampasan. Jika hubungan aset dengan
tindak pidana tetap tidak cukup terbukti setelah semua bukti diperiksa, permohonan seharusnya ditolak.

Tidak semua pemilik dapat menyimpan dokumen keuangan untuk waktu yang panjang. Ada
transaksi yang dilakukan bertahun-tahun sebelumnya dan dokumennya mungkin sudah tidak tersedia.
Kesulitan memberikan bukti tidak dengan sendirinya membuat perolehan harta menjadi melawan
hukum. Pemeriksaan yang adil menuntut kesempatan yang nyata bagi pemilik untuk menjelaskan asal
harta ketika negara menggunakan mekanisme perampasan di luar perkara pidana biasa (King, 2014).
Hakim perlu mempertimbangkan dokumen yang sewajarnya masih dapat dimiliki atau diperoleh
seseorang. Di sisi lain, penyidik juga tidak selalu dapat menelusuri setiap perpindahan uang secara
lengkap. Karena itu, penilaian sebaiknya dilakukan terhadap keseluruhan bukti yang tersedia, bukan
hanya karena satu surat tidak dapat ditunjukkan oleh pemilik ataupun penyidik.

Harta yang dapat ditelusuri langsung sebagai hasil tindak pidana berbeda dari harta lain yang
kebetulan dimiliki orang yang sedang diperiksa. Untuk harta jenis pertama, keterkaitannya mungkin
terlihat dari aliran dana atau bukti perpindahan barang. Harta jenis kedua memerlukan pemeriksaan
lebih lanjut sebelum dapat dinyatakan berhubungan dengan tindak pidana. Dalam perkara perampasan
melalui jalur perdata, batas hubungan aset dengan dugaan kejahatan dapat menjadi terlalu luas apabila
tidak ditentukan dengan jelas (Gikonyo, 2020). Persoalan serupa perlu diantisipasi dalam hukum
Indonesia. Status seseorang sebagai tersangka tidak boleh menggantikan pembuktian asal suatu aset.
Jika keduanya disamakan, harta yang diperoleh secara sah dapat ikut dimohonkan untuk dirampas hanya
karena dimiliki oleh orang yang sama.

Perlindungan pihak ketiga diperlukan ketika aset sudah berpindah tangan sebelum permohonan
perampasan diajukan. Pembeli yang membayar harga wajar, misalnya, belum tentu mengetahui bahwa
pemilik sebelumnya sedang diselidiki atau diduga memperoleh aset dari tindak pidana. Hak pihak yang
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menguasai atau memperoleh barang secara sah harus diperhitungkan dalam mekanisme perampasan
(Pongkor, 2025). Penanganan aset untuk tujuan pemulihan juga dapat mempertemukan kepentingan
beberapa pihak yang berbeda (Birkett, 2019). Itikad baik karena itu perlu dinilai berdasarkan keadaan
saat harta diperoleh. Bukti pembayaran dan informasi yang diketahui pembeli dapat lebih relevan
daripada dugaan yang hanya bersumber dari hubungan pribadi. Hubungan keluarga dengan tersangka
tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang mengetahui asal harta yang melawan hukum.

Pengumuman permohonan menurut Pasal 8§ PERMA dimaksudkan agar pihak yang merasa
berhak dapat menyampaikan keberatan. Namun, tidak semua pemilik akan mengetahui pengumuman
tersebut. Apabila identitas dan alamat pihak yang berkepentingan diketahui, pemberitahuan langsung
patut dipertimbangkan dalam undang-undang baru. Pengumuman tetap berguna ketika pihak yang
berhak belum diketahui atau sulit ditemukan. Perlindungan prosedural menjadi perlu karena
perampasan dapat mengakibatkan hilangnya hak milik secara tetap (Boucht & Colgan, 2025).
Pemberitahuan yang benar memberi waktu bagi pemilik untuk menyiapkan bukti dan mengetahui alasan
negara meminta perampasan. Tanpa kesempatan itu, tidak adanya keberatan bisa lebih menunjukkan
ketidaktahuan pemilik daripada persetujuannya terhadap tindakan negara.

Pasal 18 ayat (2) PERMA menyatakan bahwa putusan atas keberatan bersifat final dan
mengikat. Pasal 19 mengatur gugurnya keberatan apabila pemohon tidak hadir sendiri, sehingga
putusan yang dimohonkan keberatan tetap berlaku. Kedua ketentuan tersebut patut diperiksa kembali
jika pengaturan perampasan tanpa pemidanaan hendak diperluas. Kesalahan dalam menilai asal harta
atau hak pihak ketiga dapat mengakibatkan hilangnya hak milik secara tetap. Kebutuhan menyediakan
jalur pengujian putusan juga telah muncul dalam usulan prosedur perampasan hasil korupsi (Al Fajar
et al., 2026). Undang-undang baru dapat mempertimbangkan pemeriksaan kembali atas kesalahan
penerapan hukum dengan tetap menetapkan batas waktu penyelesaian perkara. Jalur demikian
merupakan usulan pembaruan, bukan upaya hukum yang telah tersedia menurut PERMA yang berlaku.

Tabel 1 Perbandingan Aturan Pembuktian yang Berlaku dengan Usulan Pembaruan

Tahap Ketentuan yang berlaku Persoalan dan usulan pembaruan
Pasal 67 UU TPPU serta Pasal 2- Kelengkapan berkas harus dibedakan dari
Syarat 4 PERMA mengatur syarat . . .
cukup tidaknya bukti yang mendasari
permohonan khusus dan kelengkapan
putusan perampasan.
permohonan.
Pasal 8-10 PERMA mengatur Tidak adanya keberatan tidak membuktikan
Tanpa keberatan  PeRgUmuman dan pemeriksaan bahwa aset merupakan hasil tindak pidana.
p alat bukti penyidik oleh hakim Hakim tetap harus memeriksa dasar
tunggal. permohonan.
Pasal 11, 16, 18, 19, dan 21 Bukti pemilik diperiksa bersama bukti
PERMA mengatur keberatan, i . .
Dengan . . penyidik. Pembaruan perlu meninjau akibat
kewajiban membuktikan asal .. . .
keberatan o gugurnya keberatan dan risiko ketika bukti
harta, dan akibat jika pemohon .
. . belum memadai.
tidak hadir.
Pasal 10 dan 18 PERMA Perlu ukuran kecukupan bukti yang jelas
Putusan akhir menentukan putusan mengenai dan pertimbangan hakim tentang hubungan
status aset. aset dengan tindak pidana.
Pemberitahuan langsung kepada pemegang
Pemegang hak PERMA mengatur pengumuman hak yang diketahui dan perlindungan pihak

dan jalur keberatan. ketiga layak diatur lebih tegas.

Sumber: Diolah dari Pasal 67 UU Nomor 8 Tahun 2010 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2013.

Aset yang dirampas semestinya dibatasi pada harta yang terbukti mempunyai hubungan dengan
hasil tindak pidana. Pengambilan nilai pengganti memerlukan dasar kewenangan yang jelas karena
objeknya dapat berbeda dari harta yang semula diperiksa. Pembatasan perampasan perlu
memperhatikan kesesuaian antara tujuan negara dan besarnya akibat terhadap pemilik (Hryniewicz-
Lach, 2024). Bentuk pengaturannya juga dapat berbeda menurut pilihan hukum masing-masing negara
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(Wycichowski-Kuchta, 2023). Untuk Indonesia, batas objek dan nilainya perlu ditulis secara tegas. Jika
satu rekening memuat dana yang diperoleh secara sah dan dana yang diduga berasal dari tindak pidana,
hakim harus menjelaskan dasar penetapan bagian yang dirampas. Seluruh saldo tidak sepatutnya
diambil hanya karena sebagian transaksinya dianggap bermasalah.

Kerugian terhadap hak milik tidak selalu baru timbul ketika putusan perampasan dijatuhkan.
Selama aset dikuasai negara, barang dapat rusak atau kehilangan nilai. Pemilik mungkin tidak dapat
menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Pengelolaan aset hasil perampasan
sendiri telah dibahas dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas (Wicaksono et al., 2025).
Dalam mekanisme tanpa pemidanaan, akibat terhadap pihak yang berhak juga perlu diperhitungkan
sejak barang dikuasai. Jika permohonan ditolak, pengembaliannya harus mempunyai prosedur yang
dapat dilaksanakan. Ada keadaan ketika barang sudah tidak mungkin dikembalikan sebagaimana
semula. Pada keadaan demikian, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan bentuk
pemulihan yang layak. Perlindungan hak milik tidak cukup hanya disebut dalam putusan apabila
pemilik tidak dapat memperoleh kembali hartanya.

Perampasan tanpa pemidanaan tidak boleh dipilih semata-mata karena penyidik atau penuntut
umum kesulitan membuktikan kesalahan seseorang. Jalur tersebut mempunyai syarat khusus dan tidak
menggantikan proses pidana terhadap pelaku. Risiko terhadap asas praduga tidak bersalah muncul
apabila putusan mengenai aset justru menyatakan kesalahan pidana orang yang belum dihukum
(Boucht, 2025). Di sisi lain, perampasan tanpa pemidanaan memang dipertimbangkan sebagai salah
satu cara pemulihan aset yang berkaitan dengan korupsi (Sudarto et al., 2018). Kedua kepentingan itu
dapat diperhatikan apabila pemeriksaan tetap dibatasi pada status aset. Putusan mengenai harta tidak
dapat digunakan sebagai pengganti putusan bersalah terhadap seseorang. Pembatasan tersebut harus
terlihat dalam alasan putusan, bukan hanya pada penyebutan jenis perkara.

Putusan perampasan seharusnya menjelaskan fakta yang dianggap terbukti dan alasan hakim
menghubungkannya dengan aset yang dimohonkan. Bukti yang tidak diterima juga perlu dijelaskan jika
memengaruhi kesimpulan. Pemeriksaan pengadilan dan kesempatan pemilik mempertahankan haknya
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur perampasan tanpa pemidanaan (Greenberg et
al., 2009). Pengujian terhadap dasar permohonan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan di Inggris
memperlihatkan bahwa hakim dapat menolak alasan yang belum memadai (Clancy, 2021). Mekanisme
itu memang berbeda dari PERMA di Indonesia. Namun, kewajiban menerangkan alasan putusan tetap
relevan. Pernyataan bahwa aset patut diduga berasal dari tindak pidana tidak cukup jika hakim tidak
menunjukkan bukti yang mendasari kesimpulan tersebut.

Penyidik membutuhkan pedoman mengenai bukti yang harus dikumpulkan sebelum meminta
perampasan. Persyaratan berkas dalam PERMA membantu menata permohonan, tetapi isi bukti tetap
harus menunjukkan hubungan aset dengan tindak pidana. Kebutuhan merumuskan prosedur
perampasan dalam perkara korupsi sudah dibahas dalam penelitian normatif terdahulu (Ramadhani &
Preludio, 2026). Kepastian hukum atas proses tersebut juga menjadi perhatian pembaruan pengaturan
di Indonesia (Wiwoho et al., 2026). Persoalan yang lebih khusus muncul pada pemeriksaan menurut
Pasal 10 PERMA ketika tidak seorang pun mengajukan keberatan. Hakim hanya menerima bahan yang
diajukan penyidik. Dalam keadaan demikian, dasar perampasan harus dapat diketahui dari bukti negara
sendiri. Tidak datangnya pemilik ke pengadilan tidak boleh diperlakukan sebagai tambahan bukti atas
dugaan tindak pidana.

Undang-undang baru perlu membedakan syarat mengajukan permohonan dari ukuran bukti
yang diperlukan untuk mengabulkan perampasan. Pada tahap awal, penyidik harus menunjukkan alasan
yang cukup untuk meminta pemeriksaan aset. Setelah seluruh bukti dinilai, hakim menentukan apakah
ada dasar yang memadai untuk menyerahkan harta kepada negara. Pemilik berhak memberi penjelasan
mengenai asal aset, tetapi tidak sepatutnya menanggung seluruh akibat kekurangan bukti penyidik.
Pembentukan kebijakan perampasan aset harus mempertimbangkan kepastian aturan bagi pihak yang
terkena putusan (Sulastri et al., 2023). Karena itu, tahapan pembuktian perlu dirumuskan secara lebih
jelas. Dalam pemeriksaan tanpa keberatan sekalipun, hakim tetap harus menerangkan mengapa bukti
penyidik cukup untuk mengambil hak milik.

Perbedaan ketentuan yang berlaku dan usulan pembaruan tercantum pada Tabel 1. PERMA
sudah mewajibkan hakim memeriksa bukti meskipun pemilik tidak mengajukan keberatan. Namun,
ukuran yang digunakan untuk menilai kecukupan bukti belum dirinci. Keadaan tersebut lebih terasa
ketika bukti negara tidak menjelaskan asal harta secara meyakinkan dan tidak ada pihak yang datang
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untuk membantahnya. Aturan baru perlu memastikan bahwa tidak adanya keberatan tidak diperlakukan
sebagai pengganti pembuktian. Hak pemilik untuk menyampaikan keberatan tetap diperlukan, tetapi
keberadaan hak itu tidak boleh mengurangi kewajiban negara menyampaikan dasar permohonan yang
cukup.

KESIMPULAN

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 telah
mengatur penanganan harta tertentu tanpa menunggu putusan pemidanaan terhadap pelaku.
Pemeriksaan tidak dilakukan tanpa bukti karena PERMA mewajibkan hakim menilai permohonan dan
alat bukti penyidik. Ketika keberatan diajukan, pihak yang merasa berhak juga harus menjelaskan asal
harta sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Meski demikian, belum ada ukuran yang dirumuskan secara
rinci untuk menentukan kapan hubungan aset dengan tindak pidana dianggap cukup terbukti. Persoalan
itu terutama terlihat pada pemeriksaan tanpa keberatan. Tidak hadirnya pemilik tidak menambah
kekuatan bukti yang disampaikan penyidik, sehingga hakim tetap harus menilai dasar perampasan
secara mandiri.

Standar pembuktian dalam pembaruan hukum sebaiknya membedakan alasan awal mengajukan
permohonan dan dasar untuk menjatuhkan putusan perampasan. Penyidik tetap berkewajiban
menjelaskan hubungan aset dengan tindak pidana, sedangkan pemilik diberi kesempatan mengajukan
bukti mengenai asal hartanya. Keseluruhan bukti perlu dinilai hakim melalui alasan putusan yang jelas.
Apabila hubungan tersebut belum cukup terbukti, ketidakhadiran pemilik atau kekurangan dokumen
tertentu tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk mengabulkan perampasan. Pengaturan baru juga
perlu memperjelas pemberitahuan kepada pemegang hak, perlindungan pihak ketiga beritikad baik,
serta kemungkinan menguji kesalahan penerapan hukum. Dengan demikian, negara tetap dapat
mengambil hasil tindak pidana tanpa mengabaikan perlindungan hak milik.
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